Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN MODIN DUSUN GOGIK DESA GOGIK KECAMATAN

UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DESA GOGIK,

dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat
Desa Gogik khususnya di Dusun Krajan Gogik dalam hal
pernikahan dan kematian ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerah
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
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Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295););

Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 20 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar
Daerah Tahun 2016 Nomor 22);

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor
78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak
Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2022 Nomor 122);

Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);

Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gogik
Tahun 2024 Nomor 02);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat dan/atau menetapkan Saudara :

1. Nama : SHINWAN
Tempat tgl lahir : Kab. Semarang 31 Des 1951
Sebagai : Modin Dusun Krajan Gogik Desa Gogik

2. Nama : DEDY SANTOSO
Tempat tgl lahir : Kab. Semarang, 13 Agustus1978
Sebagai : Wakil Modin Dusun Krajan Gogik Desa Gogik

KEDUA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes )
Tahun 2024.

KETIGA : kepada yang tersebut akan mendapat garapan tanah bengkok dan

insentif yang berasal dari PADes Desa Gogik Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

Tembusan disampaikan kepada :

hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Gogik

1.

. Camat Ungaran Barat

gk W

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang

Ketua BPD Desa Gogik
Masing — masing yang bersangkutan
Pertinggal



